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Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya 
Laporan Kinerja Pusat Standar dan Kebijakan 

Pendidikan (PSKP) Tahun 2025 dapat disusun 
dan disampaikan sebagai wujud akuntabilitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi PSKP dalam 
mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar 
dan menengah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai implementasi 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) serta sebagai instrumen transparansi dan 
evaluasi atas capaian kinerja PSKP selama Tahun 
2025. Penyusunan laporan ini  mengacu pada arah 
kebijakan pembangunan nasional sebagaimana 
tertuang dalam RPJPN 2025–2045 menuju 
Indonesia Emas, RPJMN 2025–2029, serta 
Rencana Strategis BSKAP Tahun 2025–2029, 
khususnya dalam mendukung Program Prioritas 
Nasional penguatan pembangunan sumber daya 
manusia.

Secara substansi, laporan ini memuat gambaran 
umum PSKP, dasar hukum, tugas dan fungsi, isu-
isu strategis, serta peran PSKP dalam mendukung 
perumusan standar dan kebijakan pendidikan. 
Selain itu, laporan ini menyajikan perencanaan 
kinerja yang mencakup rencana strategis, 
program prioritas, rencana kerja dan anggaran, 
serta perjanjian kinerja sebagai dasar pengukuran 
capaian kinerja. Pada bagian akuntabilitas kinerja, 
disajikan capaian program dan agenda prioritas, 
realisasi anggaran, serta inovasi dan kolaborasi 
yang dilaksanakan PSKP pada tahun 2025.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh 
gambaran yang objektif mengenai kinerja PSKP 
dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan 
yang berkualitas, relevan, dan selaras dengan 
kebutuhan penguatan kebijakan dan standar di 
bidang pendidikan. Laporan ini juga diharapkan 
menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan 
efektivitas pelaksanaan program dan penguatan 
tata kelola kelembagaan pada tahun selanjutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki 
keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran 
yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai 
bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami 
menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam 
pelaksanaan program dan penyusunan Laporan 
Kinerja PSKP Tahun 2025.

Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi 
peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung 
terwujudnya pendidikan dasar dan menengah 
yang bermutu, berkeadilan, dan berdaya saing.

Jakarta,  Januari 2026
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Irsyad Zamjani, Ph.D
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RINGKASAN 
EKSEKUTIF

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan pada tahun 2025 telah melaksanakan program dan kegiatan 
secara terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan Sasaran Kegiatan (SK) dan 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pusat Standar dan 
Kebijakan Pendidikan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang memuat pencapaian 
terhadap 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Uraian tingkat 
ketercapaian masing-masing indikator kinerja disajikan secara komprehensif dan terperinci pada Bab 
III. Secara agregat, capaian kinerja PSKP Tahun 2025 dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tersedianya hasil rekomendasi 
kebijakan yang berkualitas dan relevan 
sebagai acuan dalam mendukung 
peningkatan mutu pendidikan

SK. 1

Sasaran kegiatan ini ditetapkan untuk memastikan 
tersedianya rekomendasi kebijakan pendidikan 
dan rekomendasi standar di bidang pendidikan 
yang berkualitas dan relevan sebagai acuan 
dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. 
Capaian sasaran kegiatan ini menunjukkan 
peran PSKP dalam menghasilkan rekomendasi 
kebijakan berbasis kajian dan analisis yang dapat 
dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan 
dalam perumusan dan pengambilan keputusan 
kebijakan pendidikan. Pada tahun 2025 sebanyak 
2 (dua) IKK pada [SK. 1]  telah melampaui target 
yang ditetapkan dengan capaian lebih dari 100%.

Capaian [IKK 1.1] Persentase rekomendasi 
kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan 
strategis dihitung dengan cara membagi jumlah 
rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar 
kebijakan strategis dengan jumlah rekomendasi 
kebijakan yang dihasilkan Pusat Standar dan 
Kebijakan Pendidikan. Pada tahun 2025, PSKP 
dalam mendukung [SK. 1] melalui capaian [IKK 

[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang 
pendidikan yang menjadi dasar regulasi dihitung 
dengan cara membagi jumlah rekomendasi 
standar yang dijadikan dasar regulasi dengan 
jumlah rekomendasi standar yang dihasilkan PSKP. 
Pada tahun 2025 capaian [IKK 1.2] Persentase 
rekomendasi standar di bidang pendidikan yang 
menjadi dasar regulasi sebesar 109,09% pada 
capaian PK dan capaian renstra pada tahun 2025. 
Capaian pada [IKK 1.2] Persentase rekomendasi 
standar di bidang pendidikan yang menjadi 
dasar regulasi melampaui dari target yang telah 
ditetapkan sebesar 50%. Capaian ini menunjukkan 
tingginya efektivitas perumusan rekomendasi 
standar dan pemanfaatan hasil rekomendasi 
sebagai dasar regulasi.

Persentase rekomendasi kebijakan 
pendidikan yang menjadi dasar 
kebijakan strategis

Persentase rekomendasi standar 
di bidang pendidikan yang menjadi 
dasar regulasi

IKK 1.1
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1.1] menunjukkan capaian yang melampaui target 
yakni dengan target 54% dan capaian sebesar 60%. 
Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan 
yang menjadi dasar kebijakan strategis pada 
tahun 2025 mencapai 111,11% capaian PK dan 
capaian Renstra PSKP pada tahun 2025, sehingga 
menunjukkan efektivitas perumusan rekomendasi 
serta menunjukkan pemanfaatan hasil kajian 
dalam pengambilan kebijakan strategis.
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A.	 Gambaran Umum
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) 
memiliki peran strategis dalam mendukung 
peningkatan mutu pendidikan nasional melalui 
penyiapan kebijakan standar, penyusunan standar 
pendidikan, analisis kebijakan, serta evaluasi 
sistem pendidikan. Peran ini selaras dengan 
amanat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional yang menegaskan kewajiban pemerintah 
untuk menjamin terselenggaranya pendidikan 
yang bermutu dan berkeadilan bagi seluruh 
warga negara. Pendidikan bermutu menjadi 
fondasi utama dalam pembangunan sumber 
daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak 
mulia, berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, 
dan berdaya saing, serta berkontribusi langsung 
terhadap peningkatan daya saing nasional dan 
kualitas hidup masyarakat Indonesia. 

Sebagai unit kerja di bawah Badan Standar, 
Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) 
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,  
PSKP berperan sebagai pusat kajian dan fasilitator 
kebijakan pendidikan yang berbasis bukti. PSKP 
mendukung penyusunan dan penyempurnaan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP), termasuk 
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, 
serta menyediakan rekomendasi kebijakan 
strategis yang relevan dengan dinamika lokal, 

nasional, dan global. Melalui fungsi analisis 
kebijakan dan evaluasi sistem pendidikan 
termasuk pemanfaatan hasil Asesmen Nasional. 
PSKP memastikan bahwa kebijakan pendidikan 
tidak hanya bersifat normatif, tetapi implementatif 
dan berdampak sistemik terhadap peningkatan 
kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi PSKP mengacu 
pada Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 
tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan 
Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan 
Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam 
kerangka tersebut, PSKP bertujuan mendukung 
peningkatan mutu dan tata kelola pendidikan 
secara berkelanjutan melalui dua fokus utama. 
Pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran 
melalui pengembangan dan transformasi standar 
pendidikan serta rekomendasi kebijakan berbasis 
data yang mendorong penguatan kompetensi dan 
karakter murid. Kedua, memperkuat tata kelola 
internal PSKP melalui peningkatan efektivitas 
perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan 
evaluasi program, serta pengelolaan sumber 
daya yang transparan, akuntabel, dan berorientasi 
hasil untuk memastikan keberlanjutan kebijakan 
pendidikan nasional.
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B.	 Dasar Hukum

C.	 Tugas dan Fungsi 
Serta Struktur 
Organisasi

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja 
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan  tahun 
2025 adalah:
1.	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional;
2.	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah;

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 
Pendidikan;

4.	 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah;

5.	 	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 
tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi;

6.	 Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 
tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan 
Menengah;

7.	 Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu 
atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah;

8.	 Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 
tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi 
Pemerintah;

9.	 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah di Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

10.		Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan 
Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pendidikan Dasar dan Menengah;

11.		Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan 
Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan 
Dasar  dan Menengah Tahun 2025-2029;

12.	Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan 
Menengah Nomor 113/O/2025 tentang 
Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan 
Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; 

13.	Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan 
Asesmen Pendidikan Nomor 060/H/R/2025 
tentang Rencana Strategis Badan Standar, 
Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Tahun 
2025 – 2029; dan

14.	Rencana Strategis Pusat Standar dan Kebijakan 
Pendidikan Tahun 2025-2029.

Struktur organisasi Pusat Standar dan Kebijakan 
Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola 
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 
Pasal 258 menyebutkan bahwa Pusat Standar 
dan Kebijakan Pendidikan dipimpin oleh Kepala 
Pusat yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan. Kepala Badan yang 
ditegaskan dalam Pasal tersebut merujuk pada 
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen 
Pendidikan. Merujuk pada Pasal 259 PSKP 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
kebijakan standar, penyusunan standar, analisis 
kebijakan, dan evaluasi sistem pendidikan.

Fungsi PSKP sebagaimana diatur dalam Pasal 
260 Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024 sebagai 
berikut:
1.	 penyiapan kebijakan di bidang standar 

pendidikan; 
2.	 pelaksanaan penyusunan standar di bidang 

pendidikan; 
3.	 pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan;
4.	 pelaksanaan koordinasi dan evaluasi sistem 

pendidikan; 
5.	 koordinasi dan fasilitasi di bidang standar dan 

kebijakan pendidikan;
6.	 fasilitasi penyusunan dan advokasi rapor 

pendidikan; 
7.	 pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

di bidang standar dan kebijakan pendidikan; 
dan

8.	  pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Struktur organisasi Pusat Standar dan Kebijakan 
Pendidikan merujuk pada Pasal 261 terdiri atas:
1.	 Subbagian Tata Usaha; dan
2.	 Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

LAPORAN KINERJA
PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
BADAN STANDAR, KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN

3









berisiko mengalami keterbatasan kapasitas dalam 
memenuhi target kinerja dan mendukung program 
prioritas kementerian secara optimal.

Isu ini menegaskan bahwa penguatan 
kelembagaan PSKP bukan sekadar kebutuhan 
internal, tetapi merupakan prasyarat strategis 
bagi keberhasilan reformasi birokrasi dan 
pencapaian program prioritas Kemendikdasmen. 
PSKP dituntut untuk membangun organisasi yang 
adaptif, berbasis kinerja, dan didukung sistem 
kerja modern agar mampu menjalankan tusi 
secara efektif dan berkelanjutan.

E.	 Peran Strategis
PSKP menjalankan fungsi terpadu meliputi 
pengembangan standar pendidikan, evaluasi 
sistem pendidikan melalui Rapor Pendidikan, 
analisis dan evaluasi kebijakan, serta advokasi 
kebijakan yang secara keseluruhan bermuara pada 
penyusunan rekomendasi kebijakan pendidikan 
berbasis bukti. PSKP dengan peran tersebut 
memastikan keterpaduan antara arah kebijakan 
nasional dalam RPJPN 2025–2045 dengan 
implementasi kebijakan pendidikan di lapangan, 
sekaligus menjaga koherensi kebijakan lintas 
jenjang, wilayah, dan pemangku kepentingan. 
Pada bagian berikut diuraikan peran strategis 
PSKP yang memastikan koherensi kebijakan lintas 
jenjang, wilayah, dan pemangku kepentingan 
sehingga pendidikan tidak hanya mencerdaskan 
bangsa, tetapi juga membentuk karakter unggul 
yang berdaya saing global.

Pengembangan Standar di bidang 
Pendidikan

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 
Pendidikan

Analisis dan Evaluasi Kebijakan 
Pendidikan

PSKP memegang peran strategis dalam 
pengembangan standar pendidikan yang 
menjadi rujukan utama dalam penjaminan mutu 
dan pengendalian praktik pembelajaran secara 
nasional. Dalam peran ini, PSKP bertanggung jawab 
merumuskan, meninjau, dan menyempurnakan 
Standar Nasional Pendidikan agar senantiasa 
selaras dengan perkembangan paradigma 
pembelajaran, karakteristik dan kebutuhan 
peserta didik, serta dinamika kebijakan pendidikan 
nasional. Fungsi pengembangan standar tersebut 
menempatkan PSKP sebagai simpul kebijakan 
yang memastikan standar pendidikan tidak hanya 
bersifat normatif, tetapi juga operasional dan 
aplikatif bagi satuan pendidikan.

Lebih lanjut, melalui pengembangan standar 

yang terintegrasi dengan kebijakan kurikulum dan 
asesmen, PSKP berperan menjaga konsistensi, 
kesinambungan, dan keterpaduan standar 
antarjenjang pendidikan dan antarwilayah. 
Pendekatan ini memastikan bahwa standar 
pendidikan berfungsi sebagai instrumen pengarah 
yang koheren dalam perencanaan, pelaksanaan, 
dan evaluasi pembelajaran, sekaligus menjadi 
landasan bagi peningkatan mutu pendidikan 
secara sistemik dan berkelanjutan dalam kerangka 
Sistem Pendidikan Nasional.

Peran strategis PSKP dalam penyusunan 
rekomendasi kebijakan pendidikan yang 
memastikan keterpaduan antara arah kebijakan 
nasional dengan kerangka standar, kurikulum, 
dan asesmen pendidikan. Peran ini menempatkan 
proses penyusunan rekomendasi kebijakan 
sebagai instrumen strategis untuk menerjemahkan 
dinamika, tantangan, dan isu-isu pendidikan ke 
dalam rumusan kebijakan yang berbasis bukti, 
memiliki relevansi nasional, serta mendukung 
pencapaian tujuan pembangunan pendidikan.

Selain itu, penyusunan rekomendasi kebijakan 
berfungsi sebagai mekanisme penguatan tata 
kelola kebijakan pendidikan, guna menjaga 
konsistensi dan keselarasan kebijakan 
lintas jenjang pendidikan dan lintas wilayah. 
Dalam konteks kelembagaan, PSKP berperan 
memastikan koherensi dan kesinambungan 
kebijakan di tengah kompleksitas sistem 
pendidikan nasional serta dinamika perubahan 
lingkungan kebijakan yang berlangsung secara 
berkelanjutan, sehingga kebijakan yang dihasilkan 
dapat diimplementasikan secara efektif dan 
akuntabel.

PSKP memiliki peran strategis dalam analisis dan 
evaluasi sistem pendidikan melalui pengembangan 
Rapor Pendidikan sebagai instrumen pemetaan 
dan evaluasi mutu pendidikan nasional. 
Pengembangan Rapor Pendidikan menegaskan 
bahwa evaluasi pendidikan dilakukan secara 
sistematis, terukur, dan berkelanjutan berbasis 
data untuk menilai capaian standar nasional 
pendidikan serta efektivitas kebijakan yang 
diterapkan.
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A.	 Visi B.	 Misi
Dalam upaya mendukung capaian pembangunan 
bidang pendidikan tahun 2025-2029, 
Kemendikdasmen merumuskan Visi yang 
mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil 
Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju, 
Menuju Indonesia Emas 2045 melalui:

Sebagai upaya mendukung capaian visi yang telah 
dirumuskan, Kemendikdasmen menetapkan misi 
sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, 
Kementerian pendidikan Dasar dan Menengah 
berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan 
kewenangan dengan RAMAH (Responsif, 
Akuntabel, Melayani, Adaptif dan Harmonis), 
dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, 
Teladan, Unggul, dan Ngemong) serta 
mengedepankan profesionalitas dan integritas. 
Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan dan 
pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, 
Kemendikdasmen mengedepankan inovasi guna 
mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia. 
Kemendikdasmen dan seluruh pemangku 
kepentingan juga bekerja bersama sesuai dengan 
kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong 
royong untuk memajukan pendidikan sesuai 
dengan visi dan misi presiden.

Rumusan visi ini menjadi kesatuan tekad PSKP 
dalam mendukung implementasi standar dan 
kebijakan pendidikan melalui penyusunan 
kebijakan pendidikan yang relevan, berkualitas 

Terwujudnya pendidikan 
bermutu untuk semua dengan 
dukungan partisipasi semesta 
dalam rangka mewujudkan 
bersama Indonesia Maju menuju 
Indonesia Emas 2045

dan berkembang. Relevan memiliki makna bahwa 
kebijakan yang disusun sesuai dengan prioritas 
masalah dan kebutuhan yang dihadapi baik di 
tingkat pusat maupun daerah. Berkualitas artinya 
kebijakan pendidikan yang disusun tidak hanya 
sebatas administrasi namun juga memiliki bobot 
dan berdampak pada peningkatan-peningkatan 
indikator-indikator pendidikan. Berkembang 
artinya kebijakan yang disusun dievaluasi dengan 
baik dan evaluasi yang dihasilkan digunakan untuk 
perbaikan kebijakan pendidikan.

1

2

3

Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, 
berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang 
didukung dengan sarana dan prasarana 
memadai, sistem pembelajaran berkualitas 
serta teknologi pembelajaran;

Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia 
melalui pembangunan kebahasaan dan 
kesastraan;

Mengoptimalkan kerjasama, kolaborasi dan 
peran seluruh pemangku kepentingan

PSKP mendukung misi Kemendikdasmen dengan 
memastikan seluruh kebijakan, dan standar 
pendidikan disusun berbasis bukti, responsif 
terhadap kebutuhan satuan pendidikan, serta 
konsisten mendorong peningkatan mutu 
proses dan hasil belajar peserta didik. Peran 
ini menempatkan PSKP sebagai penghubung 
antara arah strategis kementerian dan realitas 
implementasi, mulai dari perumusan kebijakan, 
penyusunan standar, sampai penguatan ekosistem 
pelaksanaannya.
Dalam kaitannya dengan misi Kemendikdasmen, 
PSKP berkontribusi langsung pada agenda 
peningkatan kualitas layanan pendidikan yang 
merata dan berkeadilan melalui kebijakan yang 
terukur dan dapat dievaluasi. PSKP memperkuat 
orientasi kementerian pada pembelajaran 
yang berpusat pada peserta didik dengan 
menghadirkan standar, kerangka, dan panduan 
yang menyesuaikan dengan tantangan zaman. 

LAPORAN KINERJA
PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
BADAN STANDAR, KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN

10



C.	 Tujuan Strategis
Rumusan tujuan strategis PSKP, mengacu pada 
rumusan tujuan strategis Kemendikdasmen 
yang bertujuan untuk memberikan gambaran 
terhadap terlaksananya visi dan misi Presiden 
dan wakil Presiden sesuai dengan tugas dan 
fungsi Kemendikdasmen. Adapun tujuan strategis 
Kemendikdasmen adalah sebagai berikut:

Selanjutnya dengan mengacu pada tujuan 
strategis Kemendikdasmen dan tujuan strategis 
BSKAP, PSKP merumuskan tujuan strategis yang 
menjadi landasan dalam menetapkan prioritas, 
menyelaraskan program, serta mengarahkan 
pemanfaatan sumber daya kelembagaan agar 
seluruh proses perencanaan dapat berjalan secara 
konsisten menuju capaian yang ditetapkan. Tujuan 
strategis ini juga berfungsi memperjelas fokus 
kerja sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih 
terukur, terkoordinasi, dan dapat dievaluasi pada 
periode perencanaan. Adapun tujuan strategis 
PSKP tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Selain rumusan tujuan strategis Kemendikdasmen, 
rumusan tujuan strategis PSKP juga mengacu pada 
rumusan tujuan strategis BSKAP yang bertujuan 
untuk mendukung peningkatan mutu dan tata 
kelola pendidikan nasional secara sistematis dan 
berkelanjutan. Tujuan strategis BSKAP adalah 
sebagai berikut:

1

2

3

4

5

Meningkatnya perluasan dan pemerataan 
akses pendidikan anak usia dini, dasar dan 
menengah yang berkeadilan.

Menguatnya mutu layanan pendidikan anak 
usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan 
khusus dan kesetaraan. 

Meningkatnya kualitas pembangunan 
kebahasaan dan kesastraan serta 
pengarusutamaan dalam dunia pendidikan 
dan masyarakat.

Meningkatnya mutu layanan dan relevansi 
pendidikan vokasi.

Menguatnya sistem tata kelola Kementerian 
Pendidikan Dasar dan Menengah yang 
partisipatif, transparan dan akuntabel.

Meningkatkan kualitas pembelajaran 
melalui pengembangan kurikulum, 
penilaian, standar, sumber belajar yang 
mendorong kompetensi dan karakter 
peserta didik sesuai arah kebijakan 
pendidikan nasional serta pelaksanaan 
akreditas guna penjaminan mutu 
pendidikan.

Memperkuat dukungan manajemen 
dan tata kelola internal BSKAP melalui 
peningkatan efektivitas perencanaan, 
koordinasi, pelaksanaan, pemantauan 
dan evaluasi program serta pengelolaan 
sumber daya yang transparan, akuntabel 
dan berorientasi hasil untuk mendukung 
pelaksanaan kebijakan pendidikan 
secara berkelanjutan. 

1

2

Menyusun rekomendasi kebijakan di bidang 
standar pendidikan;

Menyusun rekomendasi hasil analisis 
kebijakan

Menyusun rekomendasi hasil analisis 
evaluasi sistem pendidikan

Mengadvokasi kebijakan pendidikan.
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G.	 Perjanjian Kinerja
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menetapkan target kinerja pada tahun 2025 sebagai upaya 
implementasi pada Rencana Strategis PSKP Tahun 2025-2029 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 
sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PSKP menyusun dan menetapkan alokasi  anggaran agar 
setiap sasaran kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, 
alokasi anggaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja awal sebesar Rp53.229.289.000 dan direvisi 
berdasarkan perjanjian kinerja revisi dengan anggaran sebesar Rp53.228.289.000. Adapun penjelasan 
mengenai perubahan anggaran dari PK awal ke PK Revisi dikarenakan terdapat kebutuhan penambahan 
anggaran untuk mendukung terselenggaranya program dukungan manajemen di Pusat Perbukuan. 

Sasaran Indikator Satuan Target PK 
Awal

Target PK 
Revisi

[SK 1] Tersedianya hasil 
rekomendasi kebijakan yang

berkualitas dan relevan sebagai 
acuan dalam mendukung 
peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.1] Persentase rekomendasi 
kebijakan pendidikan yang menjadi 
dasar kebijakan strategis

Persen 54 54

[IKK 1.2] Persentase rekomendasi 
standar di bidang pendidikan yang 
menjadi dasar regulasi

Persen 50 50

[SK 2] Meningkatnya tata kelola 
Pusat Standar dan Kebijakan 
Pendidikan

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja 
Anggaran Pusat Standar dan 
Kebijakan Pendidikan dengan kategori 
Sangat Baik

Kategori Sangat Baik Sangat Baik

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Pusat Standar 
dan Kebijakan Pendidikan minimal A

Predikat A A

Ket:
SK= Sasaran Kegiatan
IKK= Indikator Kinerja Kegiatan
PK= Perjanjian Kinerja

No Kode Nama Kegiatan
Anggaran

PK Awal PK Revisi

1 7611 Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan Rp37.734.163.000 Rp37.734.163.000

2 7612
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen 
Pendidikan Kemendikbud

Rp15.495.126.000 Rp15.494.126.000

Total Anggaran Rp53.229.289.000 Rp53.228.289.000
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Pengembangan Rapor Pendidikan 

Dukungan PSKP dalam tercapainya [IKK 1.1] 
Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan 
yang menjadi dasar kebijakan strategis melalui 
pengembangan rapor pendidikan. Pengembangan 
Rapor Pendidikan dilakukan oleh PSKP sebagai 
bentuk dukungan dalam mengevaluasi sistem 
pendidikan. Rapor Pendidikan menjadi dasar 
dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang 
berbasis data dan bukti dengan penyediaan 
informasi yang akurat dan relevan.

Pada tahun 2025 PSKP melakukan pengembangan 
Rapor Pendidikan sebagai berikut:
1.	 Pengelolaan Rapor Pendidikan

Dukungan PSKP dalam pengelolaan Rapor 
Pendidikan ditunjukkan dengan keterlibatan 
aktif pada pengembangan indikator yang 
relevan dan representatif, sebagai berikut:
a.	 Penyusunan Buku Saku Indikator Prioritas 

Standar Pemenuhan Minimal (SPM) Tahun 
2024

b.	 Penyusunan SK Indikator Rapor Pendidikan 
Tahun 2024

c.	 Penyusunan SK Aliran Data Rapor 
Pendidikan

d.	 Landing Page SK Indikator Rapor 
Pendidikan Tahun 2024

e.	 Perhitungan Indeks Standar Pemenuhan 
Minimal (SPM)

f.	 Penyusunan Admin Console Poster Satuan 
Pendidikan

g.	 Perilisan Rapor Pendidikan Publik
h.	 Penyusunan Proses Bisnis Pengelolaan 

Rapor Pendidikan
i.	 Transisi Materi Rapor Publik dan Poster

Secara umum, dukungan PSKP dalam 
pengelolaan Rapor Pendidikan berfokus pada 
penyiapan substansi dan muatan indikator 
dalam mendukung transisi Rapor Pendidikan.

2.	 Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan
PSKP pada tahun 2025 dalam mendukung 
pengembangan Rapor Pendidikan ditunjukkan 
melalui keterlibatan dalam analisis pemetaan 
mutu pendidikan dalam Rapor Pendidikan. 
PSKP dalam melakukan analisis pemetaan 
mutu pendidikan dengan pemanfaatan data 
kuantitatif yang mengeksplorasi data Rapor 
Nasional tahun 2025 serta mengeksplorasi 
secara kualitatif di 8 (delapan) kabupaten/
kota yang mewakili daerah khusus dan non-
khusus. Secara khusus, analisis pemetaaan 

mutu pendidikan berfokus pada analisis 
kesetaraan gender dan disabilitas dalam 
kacamata interseksionalitas guna mengatasi 
kesenjangan pembelajaran. PSKP dalam 
analisis pemetaan mutu pendidikan pada 
tahun 2025 memberikan rekomendasi 
pemanfaatan di kelas, sekolah, sistem, serta 
kebijakan. Rekomendasi tersebut mendukung 
upaya pemetaan mutu pendidikan dengan 
pemanfaatan data dari Rapor Pendidikan.

3.	 Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem 
Pendidikan
Dukungan PSKP dalam evaluasi pemanfaatan 
hasil evaluasi sistem pendidikan ditunjukkan 
melalui evaluasi kompetensi kepala sekolah 
dalam pemanfaatan data Rapor Pendidikan. 
Temuan PSKP pada tahun 2025 menunjukkan 
peran penting kompetensi kepala sekolah 
dalam pengelolaan sekolah melalui 
pemanfaatan data Rapor Pendidikan. Merujuk 
pada hasil temuan tersebut, PSKP memberikan 
rekomendasi dalam penguatan internal dan 
eksternal, yakni berfokus pada penguatan 
internal yang mendorong kompetensi kepala 
sekolah dalam pengelolaan sekolah serta 
mendorong peran eksternal yakni dinas 
pendidikan setempat dalam pendampingan 
dan pembinaan terkait pemanfaatan Rapor 
Pendidikan bagi satuan pendidikan.

 
4.	 Advokasi Rapor Pendidikan

Pada tahun 2025, dukungan PSKP terhadap 
pengembangan Rapor Pendidikan ditunjukkan 
melalui terselenggaranya advokasi Rapor 
Pendidikan. Advokasi Rapor Pendidikan adalah 
dukungan PSKP terhadap pemanfaatan Rapor 
Pendidikan satuan pendidikan dan Rapor 
Pendidikan daerah. Pelaksanaan advokasi 
Rapor Pendidikan yang dilakukan PSKP pada 
tahun 2025 berfokus pada Provinsi Sulawesi 
Tengah, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Barat, 
Maluku, Kalimantan Utara, NTB, dan NTT serta 
Kabupaten Grobogan dan Tapanuli Tengah. 
Rekomendasi PSKP dalam advokasi Rapor 
Pendidikan yaitu penguatan kapasitas di 
setiap level pemerintahan yakni pusat, provinsi, 
kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. 
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Pada tahun 2025 capaian [IKK 1.2] Persentase 
rekomendasi standar di bidang pendidikan yang 
menjadi dasar regulasi sebesar 109,09% pada 
capaian PK dan capaian renstra pada tahun 2025. 
Capaian pada [IKK 1.2] Persentase rekomendasi 
standar di bidang pendidikan yang menjadi 
dasar regulasi melampaui dari target yang telah 
ditetapkan sebesar 50%. Capaian ini menunjukkan 
tingginya efektivitas perumusan rekomendasi 
standar dan pemanfaatan hasil rekomendasi 
sebagai dasar regulasi.

Capaian yang melampaui target pada [IKK 1.2] 
Persentase rekomendasi standar di bidang 
pendidikan yang menjadi dasar regulasi didukung 
dari pengembangan Standar Nasional Pendidikan. 

Pengembangan Standar Nasional 
Pendidikan

PSKP pada tahun 2025 dalam mendukung 
tercapainya [IKK 1.2] melaksanakan 
pengembangan terhadap Standar Nasional 
Pendidikan. Standar di bidang pendidikan 
merupakan kriteria minimal mengenai sistem 
atau komponen tertentu dari sistem pendidikan 
yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Standar di bidang pendidikan 
berupa Standar Nasional Pendidikan (SNP).

SNP mencakup:
a.	 Standar Kompetensi Lulusan;
b.	 Standar Isi;
c.	 Standar Proses;
d.	 Standar Penilaian Pendidikan;
e.	 Standar Tenaga Kependidikan;
f.	 Standar Sarana dan Prasarana;
g.	 Standar Pengelolaan; dan
h.	 Standar Pembiayaan.

Rekomendasi standar merupakan hasil 
pengembangan standar maupun hasil 
evaluasi terhadap suatu standar yang dapat 
direkomendasikan kepada pengambil kebijakan 
sebagai acuan dalam perumusan kebijakan 
pendidikan. PSKP dalam mendukung tercapainya 
[IKK 1.2] melalui dukungan pada penyusunan 
standar dan evaluasi standar yang dilakukan 
selama tahun anggaran 2025. Penyusunan 
standar dan evaluasi standar mengacu pada 
pengembangan terhadap Standar Nasional 
Pendidikan.

PSKP pada tahun 2025 telah menghasilkan 
sebanyak 11 rekomendasi standar di bidang 
pendidikan. Rekomendasi standar yang 
dihasilkan PSKP pada tahun 2025 berfokus pada 
dukungan pengembangan pada Standar Nasional 
Pendidikan. Daftar rekomendasi standar yang 
dihasilkan PSKP pada tahun 2025 sebagai berikut: 
1.	 Penyusunan RPM Standar Kompetensi Lulusan 

dan Naskah Urgensi
2.	 Penyusunan RPM Standar Isi dan Naskah 

Urgensi
3.	 Penyusunan RPM Standar Tenaga 

Kependidikan dan Naskah Urgensi
4.	 Evaluasi Standar Pembiayaan: Pendidikan 

Tanpa Pungutan pada Jenjang Pendidikan 
Dasar

5.	 Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan dan 
Standar Isi

6.	 Evaluasi Standar Proses dan Standar Penilaian 
Pendidikan

7.	 Penyusunan RPM Standar Proses dan Naskah 
Urgensi

8.	 Evaluasi Standar Pengelolaan: Jumlah Murid 
Per Rombel dan Jumlah Rombel Setiap Satuan 
Pendidikan

9.	 Penyusunan RPM Standar Pengelolaan dan 
Naskah Urgensi

10.		Kajian Model Desain Sarana dan Prasarana 
yang Selaras dengan Standar Sarana dan 
Prasarana

11.		Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru

Berdasarkan 11 (sebelas) rekomendasi standar 
yang dihasilkan pada tahun 2025 sebanyak 6 
(enam) rekomendasi standar di bidang pendidikan 
dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan 
regulasi. Enam rekomendasi standar tersebut 
sebagai berikut:
1.	 Penyusunan RPM Standar Kompetensi Lulusan 

dan Naskah Urgensi
2.	 Penyusunan RPM Standar Isi dan Naskah 

Urgensi
3.	 Penyusunan RPM Standar Tenaga 

Kependidikan dan Naskah Urgensi
4.	 Penyusunan RPM Standar Proses dan Naskah 

Urgensi
5.	 Penyusunan RPM Standar Pengelolaan dan 

Naskah Urgensi
6.	 Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru
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Meningkatnya tata kelola Pusat 
Standar dan Kebijakan PendidikanSK 2

Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan 
Kebijakan Pendidikan mencerminkan peningkatan 
dalam pengelolaan standar dan kebijakan 
pendidikan Badan Standar, Kurikulum dan 
Asesmen Pendidikan. Upaya meningkatkan tata 
kelola ini melibatkan koordinasi, implementasi, 
dan evaluasi terhadap standar-standar pendidikan 

nasional yang berlaku. Peningkatan tata kelola 
mencakup peningkatan akuntabilitas kinerja 
dan kinerja anggaran. Capaian peningkatan tata  
kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan 
ditunjukkan dengan perolehan nilai kinerja 
anggaran pada Pusat Standar dan Kebijakan 
Pendidikan dengan kategori sangat baik dan 
Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal 
A. 

IKK Satuan Target PK Capaian PK % Capaian PK Target 
Renstra

% Capaian 
Renstra

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja 
Anggaran Pusat Standar dan 
Kebijakan Pendidikan dengan 
kategori Sangat Baik

Kategori Sangat 
Baik Sangat Baik 100% Sangat Baik 100%

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
Pusat Standar dan Kebijakan 
Pendidikan minimal A

Predikat A AA 101% A 101%

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar 
dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori 
Sangat Baik

IKK 2.1

Berdasarkan PMK No. 107 Tahun 2024 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan 
Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dievaluasi 
dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis 
atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan 
dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun 
rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja 
Anggaran, capaian atas pengelolaan anggaran 
merupakan nilai kontribusi Kementerian/Lembaga 
terhadap sasaran atau kebijakan tertentu yang 
menjadi fokus pemerintah. Pengukuran dan 
Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek 
yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan 
aspek konteks. 

Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan 
RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan 
tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan. 
Capaian NKA tahun 2025 adalah 93,49 yang 
berada pada kategori sangat baik. Nilai Kinerja 
Anggaran PSKP dalam 2 tahun terakhir selalu 
mencapai target yang telah ditentukan.

Dalam upaya mencapai target yang telah 
ditentukan, terdapat beberapa kendala yang 
mempengaruhi optimalisasi capaian. Beberapa 

kendala tersebut yaitu:
1.	 	Perubahan kebijakan yang terus terjadi 

menyebabkan terhambatnya proses 
penyusunan prognosis

2.	 	Masih adanya kontrak pekerjaan yang 
dilakukan setelah tanggal 31 September

Adapun untuk mengatasi kendala/permasalahan 
tersebut dilakukan strategi dan langkah tindak 
lanjut antara lain:
1.	 Penyesuaian prognosis/ RPD Halaman III DIPA 

pada setiap kesempatan yang diberikan sesuai 
dengan kebijakan yang berlaku.

2.	 Memastikan pada Tahun 2026, tidak ada 
proses kontrak yang dilakukan setelah tanggal 
31 September atau sesuai dengan kebijakan 
yang akan berlaku.
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Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan 
Pendidikan minimal A

IKK 2.2

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu 
dari delapan program yang wajib dijalankan 
dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). 
Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh 
instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan 
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 
Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang 
mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan 
satuan kerja (unit kerja mandiri). 

Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari 
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, 
pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan 
evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP 
pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi 
ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas 
atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) 
terhadap penggunaan anggaran dalam rangka 
terwujudnya pemerintahan yang berorientasi 
kepada hasil (result oriented government).

Capaian Kinerja pada Predikat Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 mencapai 
target yang telah ditentukan dalam perjanjian 
kinerja. Predikat yang dicapai adalah AA dari 
target predikat A. Capaian kinerja pada IKK ini 
dapat mencapai target setiap tahunnya. Secara 
rinci capaian tahun 2022-2025 adalah sebagai 
berikut:

Dalam upaya untuk mencapai target yang telah 
ditentukan, terdapat beberapa kendala dan 
hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi 
capaian. Adapun kendala dan hambatan tersebut 
adalah sebagai berikut:
1.	 Data dukung yang diperlukan tersebar di 

berbagai unit kerja sehingga memerlukan 
waktu yang lebih panjang dalam proses 
pengumpulan data dengan waktu yang 
terbatas.

2.	 Proses internalisasi penguatan pemahaman 
secara bertahap terhadap mekanisme dan 
prosedur evaluasi AKIP guna memastikan 
kesesuaian pemahaman pada setiap tahapan.

Guna mengatasi kendala/permasalahan tersebut 
dilakukan strategi dan langkah tindak lanjut antara 
lain:
1.	 Melakukan penguatan koordinasi dan 

komunikasi internal tim maupun arahan 
yang diberikan oleh Biro perencanaan untuk 
memastikan kelengkapan, validitas, serta 
kesesuaian data dukung pada saat proses 
evaluasi AKIP.

2.	 Melakukan penataan dan pengelompokan data 
secara sistematis untuk memudahkan dalam 
proses penelusuran, monitoring dan tindak 
lanjut LHE serta mendukung proses evaluasi 
pada periode berikutnya.

3.	 Pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar 
perbaikan berkelanjutan dengan melaksanakan 
tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat 
Jenderal dengan mengumpulkan data dukung 
yang belum terpenuhi.

Tahun Target Capaian % Capaian

2022

2023

2024

2025

A

A

A

A

A

A

AA

AA

100

100

101

101
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LAMPIRAN
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A.	 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025
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B.	 Perjanjian Kinerja Revisi
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C.	 Pengukuran Kinerja
Triwulan I
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Triwulan II
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Triwulan III
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Triwulan IV
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D.	 Surat Keputusan Tim SAKIP PSKP Tahun 2025
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E.	 Surat Pernyataan Telah Direviu
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